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ABSTRAC 
 
In the international level, recognition on women’s rights as human rights is 
rooted in the Declaration of Human Rights in 1947 and was validated by the United 
Nations General Assembly on November 10, 1948. Women’s rights is also found in 
various legal provisions, and one of them is Law No. 39/1999 on Human Rights, Law 
No. 1/1974 on Marriage, and Qanun No. 6/2009 on Women Empowerment ad 
Protection. The objective of the research was to analyze women’s rights according to 
Qanun No. 6/2009 on Women Empowerment and Protection which was related to 
Law No. 39/1999 on Human Rights.  
The research used judicial normative (doctrinal) and descriptive analytic 
methods by describing and analyzing women’s rights in Qanun No. 6/2009 on 
Women Empowerment and Protection which was related to Law No. 39/1999 on 
Human Rights.. 
 
Keywords: Women’s Rights, Qanun No. 6/2009 on Women Empowerment and 
Protection, Law No. 39/1999 on Human Rights, Law No. 1/1974 on 
Marriage 
I. Latar Belakang  
 Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu 
bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun 
spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorentasi pada 
tercapainya bangsa Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.
1
 Dalam rangka menjalankan pembangunan nasional peran 
serta perempuan sangat diperhitungkan untuk terlibat demi kemajuan bangsa. 
Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan 
sebagai partisipan atau sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek 
sebagaimana yang terjadi selama ini, realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan 
masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 
lain; masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki 
                                                          
1
UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi 
Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, (Jakarta: Juni 2002), hal 2.  
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dan perempuan pada posisi yang berbeda, masih banyak perundang-undangan, 
kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender, kurang adanya 
sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan 
secara menyeluruh
2
. 
Dalam rangka memajukan pembangunan bangsa dan Negara,  perempuan 
dapat memiliki peran dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan bidang-bidang 
sosial lainnya yang sesuai dengan karakternya. Demi terciptanya sumber daya yang 
cerdas, kesetaraan dan keadilan, perempuan berhak mendapatkan perlindungan dan 
memiliki pendidikan yang tinggi demi untuk dirinya sendiri, agar dapat 
menyumbangkan tenaga dan perannya dalam masyarakat dan Negara. Dalam 
mengatasi rendahnya kualitas sumber daya perempuan dan kualitas peran perempuan 
maka dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut antara lain adalah mengharuskan 
keutamaan gender dalam pembangunan dan pelatihan, penyiapan lingkungan yang 
lebih kondusif untuk kesetaraan akses informasi dan kesempatan mengikuti 
pendidikan bagi perempuan, dan pengembangan kebijakan pendidikan yang bersifat 
gender
  
dan lain sebagainya.
3
 
Jika dikaitkan dengan pembangunan bangsa, konsep pembangunan 
kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi 
pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan 
pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui 
penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses 
pembangunan. 
Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis 
bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang 
berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya 
pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In 
Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan 
nasional. Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis 
meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan 
penuh kedamaian. 
Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang 
ingin diteliti dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif 
Hukum Perkawinan Islam? 
2. Bagaimanakah ketentuan terhadap hak-hak perempuan berdasarkan Qanun 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan 
                                                          
2
 Triana Sofiani, Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan, (Musawa: 
Januari 2009) vol.1, No.1. 
 
3
 Fadhil, Jabir Khaidir. Isu-isu Gender dalam Pembangunan. Makalah disampaikan dalam 
Forum Pelatihan Metodologi Berperspektif Gender, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri 
(Padang:19-20 Juni 2002). 
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dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia? 
3. Bagaimanakah perbandingan terhadap perlindungan hak-hak perempuan 
berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan? 
 
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan 
sebelumnya, tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap  perempuan 
dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak perempuan menurut Qanun 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia . 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan terhadap perlindungan hak-
hak perempuan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikaitkan dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
II. METODE PENELITIAN 
Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang 
menjadi sararan dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan cara penelitian 
merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 
secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian hukum merupakan 
suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.
4
Adapun 
metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul 
dalam tesis ini adalah sebagai berikut:  
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah 
untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya.
5
 Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada norma-norma dan 
asas-asas hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.
6
 Penelitian 
hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan, 
karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis 
atau bahan-bahan hukum yang lain, dan yang disebut sebagai penelitian perpustakaan 
                                                          
4
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Cetakan ke-1, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2004), hlm. 57. 
5
 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media 
Publishing, 2005), hal. 47. 
6
 Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah 
yang disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian Hukum dan  Hasil Penulisan Hukum Pada 
Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, hal. 1. 
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atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum 
yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.
7
 
Penelitian ini bersifat deskriptis-analitis yaitu untuk menggambarkan, 
menganalisa, menelaah, dan menjelaskan secara analisis berkaitan dengan 
permasalahan yang dikemukakan.
8
 Penelitian ini mendeskripsikan sejauhmana 
perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Undang-
Undang Perkawinan dan Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Penelitian ini juga dilakukan 
pendekatan deskriptis komperatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan 
mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkomperasikan data yang berkaitan dengan 
hak-hak perempuan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan 
dan Perlindungan Perempuan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
Penelitian dalam hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan dan 
berdasarkan pada data sekunder, bahan yang dipergunakan dapat dibagi kedalam 
beberapa kelompok, yaitu: 
a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas.
9
 Meliputi seluruh seluruh peraturan perundang-undangan dan 
peraturan-peraturan yang mengikat lainnya yang sesuai dengan penelitian, 
antara lain adalah: 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
4. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan 
dan Perlindungan Perempuan 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen yang resmi, seperti jurnal, dan lainnya yang 
berkaitan.
10
 
c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder,
11
 yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum. 
Penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan 
dan wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya. Menurut Sanapiah Faisal, studi 
kepustakaan adalah sumber data yang bukan manusia, dilakukan untuk memperoleh 
data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau kebijakan-
                                                          
7
 Bambang Waluyo,  Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 13-
14. 
8
 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 
9
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47. 
10
 Ibid. 
11
 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm.41. 
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kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam 
penelitian ini.
12
 
Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 
terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh. Deskriptif tersebut meliputi isi dan 
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi 
atau makna aturan hukum.  Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan 
dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan 
antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan 
diolah, sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya sehingga 
memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud,
13
 adapun metode 
pengambilan kesimpulan yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah metode 
pengambilan kesimpulan yang bersifat induktif yaitu proses pengambilan suatu 
kesimpulan dari hal-hal yang besifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum, 
dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau 
peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau 
peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum.
14
  
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum 
Perkawinan Islam 
Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan 
definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang 
bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yaitu: 
1. Ikatan lahir bathin; 
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita; 
3. Sebagai suami isteri; 
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal; 
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 
 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
merumuskan, bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari 
agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak 
semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi 
dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan 
                                                          
12
 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, ( Malang: Ya3,1990)   
hlm. 42. 
13
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 
hal.43 
14
 Syukur Kholil, Metodelogi Penelitian Komunikasi (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), 
hlm.122. 
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harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang 
laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. 
Disamping itu, Jika dilihat dari hukum islam, Pengertian (ta’rif) perkawinan 
menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu : aqad yang sangat 
kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
15
 Melakukan perbuatan ibadah berarti 
melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat 
dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Barang siapa yang kawin berarti 
ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian 
sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasullullah SAW.
16
 
Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan 
yaitu :
17
 
1. Perkawinan dari segi hukum 
Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-
Qur‟an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan Perkawinan adalah perjanjian yang sangat 
kuat, disebutkan dengan kata-kata “mitsaaqaan ghaaliizhan”.18 Alasan untuk 
mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:
19
 Pertama, Cara 
mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu; 
Kedua, cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, 
syiqaq dan sebagainya.  
2. Perkawinan dilihat dari segi Agama 
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama, yaitu suatu segi yang sangat 
penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara 
perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi 
pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.
20
 
Istilah sumber hukum digunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu 
dengan lainnya, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain 
mempunyai hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar 
dipisahkan, yakni,
21
sumber hukum perkawinan (nasional) diartikan tempat 
ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang 
mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
                                                          
15
 Asmin, Status Perkawinan antarAgama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986, hlm. 28.   Lihat juga Neng Djubaedah , Sulaikin Lubis, Farida 
Prihatini, Op.Cit.,hlm. 33. 
16
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.   
17
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974, hlm. 
47. 
18
 Mohd. Idris Ramulyo, Op.Cit., hlm. 47.   
19
 Ibid. 
20
 Ibid., hlm.19.   
21
 Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara di Indonesia, 
(Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 1. 
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perkawinan. Aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan 
yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perkawinan yang sedang 
berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan 
perkawinan tersebut dalam penelitian ini akan dibahas sumber hukum perkawinan 
menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut 
Kompilasi Hukum Islam, seperti yang akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Dari segi isinya, Undang-Undang Perkawinan memuat kaidah-kaidah hukum 
yang bersifat materiil dan juga memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat ajektif 
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. 
Kandungan materi Undang-Undang Perkawinan mengatur pokok persoalan sebagai 
berikut: Adanya dasar perkawinan; syarat-syarat perkawinan; pencegahan 
perkawinan; batalnya perkawinan; perjanjian perkawinan; hak dan kewajiban suami 
dan istri; harta benda dalam perkawinan; putusnya perkawinan serta akibatnya; 
kedudukan anak; hak dan kewajiban antara orangtua dan anak; perwalian; ketentuan-
ketentuan lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup; Disamping itu, Undang-
Undang Perkawinan dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi 
Pasal, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal-pasal atau 
Batang Tubuh Undang-Undang Perkawinan. 
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Dasar dari Kompilasi Hukum Islam ini hanya berbentuk Instruksi Presiden 
yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Namun, dapat dikatakan kelahiran 
Kompilasi Hukum Islam ini tidak terlepas dari Undang-Undang Perkawinan 
sebelumnya yaitu UU No 7 Tahun 1989.
22
 Secara rinsi materi kandungan ketentuan 
hukum perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai 
berikut:
23
 
Adanya ketentuan umum; dasar-dasar perkawinan; peminangan; rukun dan 
syarat perkawinan; mahar; larangan kawin; perjanjian perkawinan; kawin hamil; 
beristri lebih dari satu orang; pencegahan perkawinan; batalnya perkawinan; hak dan 
kewajiban suami dan istri; harta kekayaan dalam perkawinan; pemeliharaan anak; 
perwalian; putusnya perkawinan; akibat putusnya perkawinan; rujuk; masa 
berkabung. Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Penjelasan 
Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal, yang merupakan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Pasal-Pasal atau Batang Tubuh Kompilasi Hukum Islam. 
Adapun Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Islam akan 
dijabarkan sebagai berikut: 
Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
                                                          
22
 Ibid. hlm. 256. 
23
 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 258. 
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kesejahteraan spiritual dan material.
24
 Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah 
membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang 
menganut prinsip untuk mempersukar terjadi perceraian.
25
 Hak isteri terhadap 
suaminya ada 2, yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar 
dan nafkah, sedangkan hak rohaniah adalah seperti bersikap adil jika suami 
berpoligami dan tidak boleh menyengsarakan isteri”.26 
1. Hak Kebendaan (Hak Isteri Dalam Bentuk Materi) 
a. Menerima Mahar Atau Mas Kawin 
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 
wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 
Islam.
27
 Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban membayar mahar (mas kawin) 
tidak dimasukkan pada Pasal 80 mengenai kewajiban suami, akan tetapi dimasukkan 
pada Pasal 30 Bab V yang khusus mengatur masalah mahar. Hal ini suatu indikasi 
adanya usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan isteri, yaitu 
memberinya hak untuk memegang urusannya.  
b. Menerima Nafkah 
Maksud dari nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat 
tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri meskipun isterinya itu orang 
kaya.
28
  Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al Qur‟an, Sunnah dan Ijma‟. 
Oleh karena seorang isteri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat kepada 
suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya dan suaminya berhak penuh untuk 
menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, 
mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya maka 
agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama 
perkawinan itu berlangsung dan si isteri tidak nusyuz serta tidak ada sebab lain yang 
akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui 
bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya 
menjadi tanggungan orang yang menguasainya.  
Dalam kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) dan ayat (6) menyebutkan 
bahwa, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan 
tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 
pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan anak. Selanjutnya dalam ayat (6) 
menegaskan bahwa, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
Syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah sebagai berikut :
29
 
1) Akad nikahnya sah; 
                                                          
24
 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 5. 
25
 Ibid, hlm. 6. 
26
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta, Pena Pundi Aksara,  2006), hlm. 39. 
27
 Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit, hlm. 6. 
28
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta,Pena Pundi Aksara, 2006,) hlm. 55. 
29
 H.S.A. Alhamdani, Op.Cit, hlm. 125. 
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2) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya; 
3) Isteri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya; 
4) Isterinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami 
menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan 
kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si isteri dan kekayaannya 
atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah isteri 
atau tidak akan pergi dengan isterinya; 
5) Suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri 
 
2. Hak Rohaniah (hak isteri dalam bentuk bukan materi) 
Hak isteri dalam bentuk bukan materi yang bersifat rohaniah antara lain 
sebagai berikut: 
a. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami 
Kewajiban suami terhadap isterinya adalah menghormatinya, bergaul dengan 
baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang 
memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, terlebih lagi menahan diri 
dari sikap yang kurang menyenangkan dihadapannya dan bersabar ketika menghadapi 
setiap permasalahan yang ditimbulkan isteri. Allah telah berfirman dalam Q.S an 
Nisa: 19.
30
 
b. Mendapat penjagaan yang baik dari suami 
Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang 
menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, 
menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari 
sifat cemburu yang disenangi Allah. 
c. Hak untuk melakukan hubungan biologis dengan suami 
Hak isteri untuk melakukan hubungan biologis dengan suaminya adalah 
sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Baqarah : 222.
31
 
B. Analisis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Menurut Qanun 
Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan 
Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia 
Jika dilihat dalam substansi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut, 
ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan yang secara 
tegas diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women) yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam Pasal 
7 Undang-Undang No 7 Tahun 1984 menentukan bahwa, “tentang hak perempuan 
                                                          
30
 Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka 
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak. Mahmud Junus, Op.cit, hlm. 74. 
31
 Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Ibid, hlm. 33 
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dalam kehidupan politik dan publik, menetapkan hak yang sama perempuan dan laki-
laki, untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 
pemerintah, dan hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan serta 
melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat. 
Pasal 10 Konvensi Perempuan menentukan yaitu, (a) hak, kesempatan, akses 
dan manfaat yang sama perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan, termasuk hak 
untuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staff pengajar, gedung 
dan peralatan sekolah dengan mutu yang sama; (b) kewajiban untuk menghapus 
setiap konsep stereotype peran laki-laki dan perempuan, khususnya dengan merevisi 
buku wajib dan program sekolah serta metode mengajar; (c) kesempatan yang sama 
untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program 
pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional; (d) mengurangi 
angka putus sekolah perempuan; menyelenggarakan program untuk anak-anak 
perempuan dan dewasa yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah; (e) 
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan 
pendidikan jasmani; (f) memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu 
menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat 
mengenai keluarga berencana. Ketentuan lebih lanjut mengatur bahwa hak yang sama 
perempuan dan laki-laki dalam ketenagakerjaan.
32
 
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak-hak perempuan yang diatur dalam 
Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap 
perempuan diadopsi dari hak-hak perempuan yang sebelumnya telah di amanatkan 
oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang 
telah di ratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
Pemerintah Aceh melalui qanun pemberdayaan dan perlindungan terhadap 
perempuan ini menegaskan bahwa pemerintah aceh berkewajiban untuk 
meningkatkan kualitas hidup perempuan, dan lain sebagainya.
33
 
Pengertian perlindungan terhadap perempuan dalam qanun ini adalah segala 
upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak 
perempuan dalam segala aspek kehidupan.
34
 Adapun perlindungan terhadap 
perempuan yang diatur dalam qanun No 6 Tahun 2009 ini adalah bahwa perempuan 
berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas 
tindakan yang merugikan perempuan. Bentuk perlindungan tersebut berupa 
                                                          
32
 Pasal 11 Konvensi Perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
33
 Lihat ketentuan Pasal 9 Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan 
Terhadap Perempuan. 
34
 Pasal 1 butir 8 Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap 
Perempuan. 
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pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan 
psikososial.
35
  
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa hak perempuan dijamin dalam 
Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap 
Perempuan, yaitu kewajiban pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat untuk 
melindungi dan menegakkan hak perempuan melalui qanun No 6 Tahun 2009 serta 
kebijakan dan semua langkah tindak yang diperlukan. Selain mengacu pada Al qur‟an 
dan Hadist, Qanun pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan juga 
menyerap hak-hak perempuan serta perlindungan terhadapnya berdasarkan ketentuan 
yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.  
Substansi Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan 
terhadap Perempuan meliputi hak-hak perempuan secara universal sebagaimana yang 
diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia serta Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, bahwa hak wanita diatur dalam Undang-undang ini adalah hak 
asasi manusia.
36
 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia.
37
 
Adapun hak-hak wanita yang diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 
a. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, 
dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin 
keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
38
 
b. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan 
asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya 
tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau 
memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
39
 
c. Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenjang 
dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
40
 
                                                          
35
 Pasal 18 Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap 
Perempuan. 
36
 Lihat Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
37
 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
38
 Lihat Pasal 46 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
39
 Lihat Pasal 47 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
40
 Lihat Pasal 48 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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d. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, 
dan profesi sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perudang-
Undangan;
41
 
e. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi 
reproduksi wanita;
42
 
f. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
43
 
g. Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya;
44
 
h. Dalam kaitannya dengan perkawinan, adapun hak-hak wanita adalah 
sebagai berikut:
45
 
1) Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama; 
2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal 
yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan 
kepentingan terbaik bagi anak; 
3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang 
sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan 
harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
Berdasarkan ketentuan di atas bahwa hak-hak perempuan berdasarkan Qanun 
No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan 
mengacu kepada ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa hak-hak perempuan merupakan hak asasi 
manusia yang diatur dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, 
dan Pasal 51 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Adapun hak-hak perempuan tersebut meliputi hak-hak perempuan di bidang 
politik, hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan, hak-hak perempuan di 
bidang pendidikan dan pengajaran, hak-hak perempuan di bidang profesi dan 
ketenagakerjaan, hak-hak perempuan di bidang kesehatan, hak-hak perempuan untuk 
melakukan perbuatan hukum, hak-hak perempuan dalam ikatan atau putusnya 
perkawinan. 
                                                          
41
 Lihat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
42
 Lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
43
 Lihat Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
44
 Pasal 50 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
45
 Pasal 51 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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Hak-hak perempuan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, yaitu:
46
 Hak-hak perempuan di bidang politik, Hak-hak perempuan di 
bidang kewarganegaraan, Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran, 
Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, Hak-hak perempuan di 
bidang kesehatan, Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, hak-hak 
perempuan dalam ikatan atau putusnya perkawinan. 
 
C. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berdasarkan 
Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan 
Perempuan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
Dalam penelitian ini, yang akan menjadi pokok kajian adalah perlindungan 
terhadap perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, untuk melihat ketentuan dari 
Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap 
perempuan dikaitkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
maka akan di analisis substansi dari masing-masing peraturan tersebut yang berkaitan 
dengan hak-hak perempuan. 
Adapun dasar dibentuknya Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan 
dan Perlindungan terhadap perempuan di aceh dapat dilihat dalam konsiderans 
„menimbang‟, yang salah satu diantaranya yaitu, bahwa dalam kenyataannya terdapat 
ancaman kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga, 
perdagangan perempuan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang perlu 
segera dihentikan dengan memberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan. Berkaitan dengan hal tersebut, faktor adanya kekerasan dalam 
rumah tangga yang menjadi salah satu perhatian dalam qanun ini, maka tidak dapat 
terlepas dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-
Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Hak-hak perempuan yang di atur dalam substansi Qanun No 6 Tahun 2009 ini 
memuat ketentuan secara detail dibahas dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 23. 
Artinya, secara keseluruhan substansi qanun ini memaparkan perlindungan terhadap 
hak-hak perempuan secara universal. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 6 yang 
menjelaskan, bahwa “Hak-hak perempuan yaitu hal-hal yang terkait dengan 
reproduksi dan kodrat, tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan haknya 
dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan”.47 
                                                          
46
 Akbar Muzakir, http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html., di 
akses pada tanggal 15 Mei 2016, Pukul 16.00 Wib. 
47
 Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan 
jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan 
kualitas hidupnya; Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan 
profesi sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perundang-Undangan; Berhak memperoleh pekerjaan 
dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dan pada 
semua tingkatan; Berhak memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau 
profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan 
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Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa dalam Qanun No 6 Tahun 2009 
tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan memuat hak-hak 
perempuan secara umum sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No 39 Tahun 
1999 tentang Hak asasi manusia. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 18 Qanun No 
6 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa “perempuan berhak untuk mendapatkan 
akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan 
perempuan”. Oleh karena itu, Qanun No 6 Tahun 2009 ini hanya menggambarkan 
perlindungan terhadap hak-hak perempuan seperti yang ditegaskan dalam ketentuan 
Pasal 6 sampai Pasal 18. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Undang-Undang 
No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan, yaitu ratifikasi terhadap Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women.  
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan atau 
landasan dibentuknya Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan 
Perlindungan Perempuan di Aceh. Hanya saja, substansi qanun ini memaparkan hak-
hak serta perlindungan terhadap perempuan secara umum. Berbeda dengan UU 
Perkawinan, yang membahas hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan dalam 
ruang lingkup perkawinan ataupun putusnya perkawinan.  
Berdasarkan analisa kedua peraturan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perbandingan dalam hal perbedaaan perlindungan terhadap perempuan berdasarkan 
Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap 
Perempuan dikaitkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
bahwa dalam substansi Qanun tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur 
hak-hak perempuan dalam ikatan ataupun putusnya perkawinan. Persamaan kedua 
aturan  tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 bahwa qanun ini 
memberikan hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, yang menegaskan 
bahwa Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara 
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati 
hasil pembangunan tersebut. Sebagaimana hal yang serupa ditentukan dalam 
ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
menentukan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Qanun 
No 6 Tahun 2009 merupakan upaya preventif pemerintah aceh dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan di aceh, yaitu dengan menegaskan 
                                                                                                                                                                     
fungsi reproduksi; Berhak memperoleh akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan 
berkualitas. Perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik baik di lingkungan eksekutif maupun 
legislatif secara proporsional. Lihat ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Qanun No 6 Tahun 2009 
Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan. 
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hak-hak perempuan secara universal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam 
memberikan perlindungan hukum (dalam arti represif) terhadap perempuan di Aceh 
juga tidak terlepas dari peran Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak yang 
terdapat di Aceh. Oleh karena itu, hak-hak perempuan yang diatur dalam Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum 
Islam. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 dan 
Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I yang sesuai dengan ketentuan Pasal 
30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Perlindungan terhadap hak perempuan setelah perceraian juga diakui oleh Undang-
Undang Perkawinan melalui Pasal 41 huruf c yang menentukan bahwa, pengadilan 
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal yang sama juga diatur 
dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu melalui ketentuan Pasal 81 yang menentukan 
bahwa, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau 
bekas isteri yang dalam masa iddah. Tempat atau kediaman adalah tempat tinggal 
yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau 
iddah wafat. Akan tetapi, tidak demikian dengan Qanun No 6 Tahun 2009, substansi 
yang mengatur hak-hak perempuan terdapat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan 
Pasal 8, dan upaya perlindungan terhadap perempuan secara preventif melalui 
peraturan ini diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Qanun No 6 
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan hanya 
mengatur hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.  
 
A. Kesimpulan 
1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif Hukum Perkawinan 
Islam, Pertama, terdapat di dalam asas perkawinan  yang menyatakan bahwa 
perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitssaqan ghalidzan. Kedua, Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan  
ditandai dengan pengaturan yang mengakui adanya hak-hak perempuan dalam 
perkawinan dan mengaturnya dalam sebuah norma, salah satunya adalah asas 
keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri 
dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat 
melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami 
berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu 
rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan diatur dalam 
ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 dan Pasal 87 KHI yang ketentuannya 
sama dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, perlindungan terhadap perempuan terdapat dalam Pasal 30 
sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2. Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dikaitkan dengan Undang-
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Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah bahwa hak-hak 
yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan merupakan hak asasi manusia yang juga di atur dalam 
ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
3. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 
2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan (Di Aceh) dikaitkan 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, bahwa 
substansi dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan  mengatur mengenai hak-hak perempuan secara umum, 
yaitu hak-hak yang telah ditentukan dalam Convention on The Elimination of All 
Forms of Discrimination Againts Women. Qanun tersebut mengatur dan menjamin 
hak-hak perempuan sebagai upaya perlindungan yang tercantum dalam Pasal 18, 
19, 20 dan Pasal 21 Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan. Sedangkan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, substansi dalam UU tersebut tidak hanya mengatur ketentuan dasar 
perkawinan tetapi juga memberikan perlindungan kepada perempuan  dalam atau 
putusnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c yang 
mengamanatkan bahwa, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban begi 
bekas isteri. 
B. SARAN 
1. Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 
merupakan kebijakan pemerintah berbasis syariah yang hanya berlaku di Aceh. 
Oleh karena itu, sebaiknya perlu memasukkan hak-hak perempuan dalam ikatan 
ataupun putusnya perkawinan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap 
perempuan di Aceh melalui peraturan Gubernur. 
2. Perlunya adanya aturan pelaksana yang mengatur penerapan atau pelaksanaan hak-
hak perempuan di Aceh melalui Peraturan Gubernur, agar tidak menimbulkan 
ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. 
3. Perlu adanya peran aktif dari lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama di 
Aceh untuk turut serta melaksanakan Qanun No 6 Tahun 2009 tentang 
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan memberikan perlindungan 
hukum terhadap perempuan melalui putusannya.   
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